BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP UP DAN SPP GU
SETIAP SKPD DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bengkalis tentang Penetapan Batas

dan SPP GU Setiap SKPD di Pemerintah Kabupaten is) | (

Anggaran 2016 ;
P D)ﬁ Eahwa %
iruf al v ti{B¢hgkalis tentang
Penectapan N P==U Setiap SKPD
di Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentuktp D

na dimaksud

Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah
1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik—In e

Nomor 4355); P
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pgmerj n
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan
IUndan 2 omQr 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

D atas 2014 tentang
emery

ublik Indonesia
Indonesia Nomor 5679);

Negara Republik

S. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



- 6. Peraturan Menteri Dalém°Ne
. Pedoman Pengelolaan Keua
diubah terakhir dengan Pera ™ c s N
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan ‘
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
"Pengelolaan Keuangan Daerah- (Lembaran Negara ,:Repubhk
Indones1a Tahun: 201 1 Nomor 310);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03 T ahun 2009 ,
tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Ke S E
diubah dengan Peraturan Daerah Kat :
Tahun 2015 ' tentang Perubahan |[Atas
Kabupaten Bengkahs Nomor 03 Tahun 2
Pokok- Pengelolaan Keuangan Daerah

MEMUTUSKAN ' D

Menetapkan PERATURAN BUPATI BENGKALIS N’I‘/
: JUMLAH SPP UP. DAN SPP GU SETIAP. SKPD DI PEMERINTAH
: KABUPATEN BENGKALIS TAHUN ANGGARAN 2016 ‘

PD

Dalam Peratu

10 Bupat1 ada ah Bupat1 engkahs

2. Pemerintah Daerah " adalah Bupati’ dan perangkat daerah S ST
sebagau unsur penyelenggara pemermtahan daerah. - L

3 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya dlslngkat‘. ,
. . SKPD. -adalah - perangkat daerah pada Pemerintah Daerah
‘selaku pengguna anggaran atau ‘penggguna barang.

Zax 1 meHperkiraar

POFEERM S

- pelaksa an eglatan dalam setlap periode.

=

ai

. 5;fPengguna ‘Anggaran/Pengguna Barang adalah Kepala SKPD‘
? selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.

6. Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang adalah,.;"' k
- kepala unit kerja yang berada dibawah langsung kepala SKPD
- yang ditunjuk berdasarkan pertlmbangan kompetensi jabatan,
-anggaran - kegiatan, beban kerja, lokasi, dan atau rentang:

U kendah dan p %
7. Bendahara U D
“adalah = PPKD yang

K Bendahara Umum Daerah.

8. Bendahara Pengeluaran SKPD adalah PNS port
- ditunjuk ‘ oleh Kepala  SKPD, diusulkarl] olel
- dltetapkan dengan Keputusan Bupati - untuk .menerima,
menyimpan, ~ membayarkan, menatausahakan - dan
’:mempertanggung]awabkan uang keperluan belanja daerah
' dalam rangka pelaksanaan APBD -secara administratif kepada‘
SKPD dan secara fungs1or1al kepada BUD : ‘




9. Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD adalah PNS non;

struktural yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, dlusulkan oleh

'PPKD ‘dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang diberi

‘wewenang sama seperti Bendahara Pengeluaran. pada SKPD .-

yang memiliki UPTD . Pemermtah Kabupaten Bengkalis ataurk

 pada Umt Kerja SKPD.

10. SPP Uang Persedlaan yang selanjutnya dlslngkat SPP —UP :

‘adalah dokumen' yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
untuk permlntaan uang muka kerja yang bersifat pengisian

kembali  (revolving) ‘yang tldak dapat dilakukan - dengan -

‘ _pembayaran langsung

1:1‘. SPP Ganti Uang Persediaan yang selan_]utnya d1s1ngkat SPP GU,
adalah dokumen yang dlajukan oleh bendaharan pengeluaran
- untuk permintaan pengganti uang persedlaan yvang tidak dapat

o d1lakukan dengan pernbayaran langsung
| | ‘ )| PERS}

(1) Besaran uang

anggaran. - -

(2) Anggaran kas SKPD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1):"
merupakan anggaran kas untuk rencana penarikan dana yang
~dibayarkan melalui.  bendahara pengeluaran SKPD  dan .

bendahara pengeluaran pembantu SKPD

(3) Uang persedlaan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1):

ce ada Bupat1

persediaan S d1tetapkan 'dengan»“
| mempertlmbangkan anggaran kas SKPD yang telah disusun
dan dlsesualkan dengan kapas1tas kas daerah pada awal tahun :

is ‘belanjal i egawai

dan belanja barang dan Jasa pada Rancangan Peraturanm

~ Daerah tentang APBD Tahun Anggaran Berkenaan yang
dlsusun ' : ,

Pasal 4

\ng |disabakafh]
, tkale

; (1) Besaran uang pej@ NS
"‘H‘ 2\ . g

\




Diundangkan di Bengkalis

PDE OCR Denm 4

(2) Batas jumlah SPP UP dan SPP GU sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan batas tertinggi yang diajukan oleh
bendahara pengeluaran SKPD kepada pengguna melalui PPK
SKPD,

(3) Batas ju
ayat (2)
merupakfin bHg

raksud pada

Bupati ini.
Pasal 5
(1) Dalam hal Pengguna @; g elimplahk@n ian
kewenangannya kepada |[Kuald rme=iey
bendahara pengeluaran SKPD mels hn ,E.Li.mpah ugng
persediaan kepada bendahara pengdiuara mbantu S

(2) Pelimpahan uang persediaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan pengguna anggaran
SKPD.

Pasal 6

(1) Pengajuan SPP GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran
SKPD untuk keperluan penggantian uang persediaan yang
terdapat dalam kewenangan bendahara pengeluaran SKPD
dan/atau bendahara pengeluaran pembantu SKPD.

(2) Pengajuan SPP GU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan apabila pertanggungjawaban belanja atas
pengelolaan uang persediaan oleh bendahara pengeluaran
SKPD dan/atau bendaha bRoaN [aran -h
mencapal paling sedikit 75|65t ﬁ uh li \ﬁ Axri

uang persediaan yang terdapat dalam Kewenangannya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

i _ mengetahui, memerintahkan
4 al pati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 Januari 2016

Pj. BUPATI BENGKALIS

Pada tanggal 18 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH
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'NOMOR"
TANGGAL

PERATURAN BUPATI BEN GKALIS

'8 TAHUN 2016 e
18 Januarl 2016 =

PENETAPAN BATAS JUMLAH SPP-UP DAN SPP-GU SETIAP SKPD
: : DI PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS s

TAHUN ANGGARAN 20 16
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34 Badan Pengelola Perbataqn'ﬂ_/) j ) — C | \'_/ 0dd ng
35 Badan Kepegawaian Daerah = }‘/'a SN 7
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36 | Badan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai B ;//4 X5 000.000 O&
37 Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 890.000.000.00
38 Badan Pemberdayaan Masy t P intahan S
Desa NN 7N @0 ppo,00d.003
39 Badan Perpustakaan Umurp2#<ip|d Deleinentasi
440,Q00,00Q.000 |
i i 3 y}— \L/M\j)_l é —
40 Dinas Pertanian dan Peternakan 1.030.000.000.00
41 Dinas Perkebunan dan Kehutanan 1.010.000.000.00
42 Dinas Pertambangan dan Energi 590.000.000.00
43 Dinas Kelautan dan Perikanan 1.410.000.000.00
44 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

960,000,000.00

JUMLAH 66,080,000,000.00
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